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Abstrak. This study aims to examine the factors that influence tax obligation awareness among micro, 
small, and medium enterprises (MSMEs) registered at KPP Pratama in Bukittinggi City. The factors 
analyzed in this study include taxpayer knowledge, taxpayer income level, ease of tax payment systems, and 
tax sanctions. The sample comprises 377 MSME taxpayers registered at KPP Pratama Bukittinggi City. 
The findings indicate that taxpayer knowledge, income level, ease of tax payment systems, and tax sanctions 
significantly impact awareness of tax obligations in this sector. The t-statistic values for taxpayer 
knowledge, taxpayer income level, ease of tax payment systems, and tax sanctions are 7.586, 7.699, 4.606, 
and 4.900, respectively, demonstrating a positive and significant effect of each independent variable on tax 
obligation awareness among MSMEs in this study. 
Keywords: Ease of Making Tax Payment Systems; Income Level, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran akan 
kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP 
Pratama Kota Bukittinggi. Faktor-faktor yang diteliti mencakup variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat 
penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam sistem pembayaran pajak, dan sanksi pajak. Sampel penelitian 
ini terdiri dari 377 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bukittinggi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan, kemudahan pembayaran 
pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor 
UMKM di daerah tersebut. Nilai t-statistik untuk masing-masing variabel, yaitu pengetahuan wajib pajak, 
tingkat penghasilan, kemudahan pembayaran, dan sanksi pajak, berturut-turut adalah 7,586; 7,699; 4,606; 
dan 4,900. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa setiap variabel independen memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: Kemudahan dalam melakukan, Pengetahuan wajib pajak, Tingkat penghasilan, Sistem 
pembayaran perpajakan, Sanksi pajak   
 
 
PENDAHULUAN 

Kesadaran kewajiban perpajakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 
Indonesia adalah salah satu elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan 
mencapai target penerimaan pajak nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat 
perekonomian nasional melalui pengembangan sektor UMKM, peran UMKM dalam 
berkontribusi terhadap pendapatan negara juga semakin signifikan. Untuk itu, pemerintah melalui 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya 
perpajakan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, meski pemerintah 
telah memberikan berbagai insentif dan kemudahan kepada UMKM dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak di kalangan pelaku usaha UMKM masih menjadi 
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tantangan. Di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi, misalnya, masih 
banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, 
sehingga kepatuhan pajak belum mencapai tingkat optimal. Pajak, menurut Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 ayat 1, diartikan sebagai 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu bentuk partisipasi warga negara 
dalam membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap individu atau entitas yang 
memiliki penghasilan diharapkan untuk berkontribusi dalam bentuk pembayaran pajak. Bagi 
UMKM, khususnya, pajak adalah bentuk partisipasi dalam mengembangkan perekonomian 
nasional dan memperkuat basis penerimaan negara yang pada akhirnya akan berdampak pada 
perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya yang berperan dalam 
mendukung keberlanjutan usaha itu sendiri. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran 
kewajiban perpajakan pada sektor UMKM di wilayah KPP Pratama Bukittinggi, mulai dari faktor 
internal hingga eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman pelaku usaha terhadap aturan 
perpajakan, persepsi mereka tentang manfaat pajak, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan 
perpajakan yang mereka miliki.  

Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki pandangan bahwa pajak adalah beban 
tambahan yang mengurangi keuntungan usaha mereka, sehingga minat untuk membayar pajak 
relatif rendah. Selain itu, tingkat literasi keuangan dan perpajakan yang masih minim di kalangan 
pelaku usaha kecil dan mikro juga menjadi kendala. Kesadaran perpajakan tidak hanya tentang 
kewajiban membayar pajak, tetapi juga meliputi pemahaman mengenai hak-hak wajib pajak, 
prosedur administrasi, dan mekanisme pelaporan pajak yang benar. Di sisi lain, faktor eksternal 
yang berpengaruh pada kesadaran perpajakan UMKM meliputi kebijakan pemerintah, tingkat 
layanan dari KPP, dan pengaruh lingkungan sekitar, termasuk dukungan dari asosiasi pengusaha 
atau komunitas UMKM setempat.  

Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM seperti tarif 
pajak yang lebih rendah atau insentif pajak sangat penting dalam mendorong partisipasi UMKM 
dalam sistem perpajakan. Misalnya, tarif pajak final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omset di 
bawah Rp4,8 miliar per tahun telah diterapkan sebagai bagian dari kebijakan untuk memudahkan 
pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini bertujuan untuk 
meringankan beban pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM. Namun, 
kebijakan ini juga harus diiringi dengan sosialisasi yang tepat agar pelaku usaha benar-benar 
memahami dan mampu memanfaatkan kebijakan tersebut.  
 
KAJIAN TEORI 

Teori Atribusi 
Teori atribusi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana individu menilai atau 

menyimpulkan penyebab dari perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Menurut teori 
ini, orang cenderung memberikan atribusi internal (disposisional) atau eksternal 
(situasional) terhadap suatu peristiwa atau tindakan. Atribusi internal mengacu pada 
penyebab yang berasal dari dalam individu, seperti sikap atau karakter, sementara atribusi 
eksternal mengacu pada faktor lingkungan atau situasional. Teori ini sangat penting 
dalam memahami persepsi seseorang terhadap kesuksesan atau kegagalan, karena dapat 
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mempengaruhi motivasi, emosi, dan perilaku berikutnya. Terdapat beberapa model 
atribusi yang diusulkan oleh para ahli, salah satunya adalah model korespondensi yang 
diperkenalkan oleh Fritz Heider.  

Heider berpendapat bahwa manusia cenderung mencari penjelasan kausal atas 
peristiwa yang mereka alami dengan menggunakan prinsip "pribadi" dan "lingkungan." 
Konsep fundamental dari teori atribusi juga mencakup kesalahan atribusi mendasar, di 
mana orang lebih cenderung melebih-lebihkan pengaruh faktor-faktor disposisional pada 
perilaku orang lain dibandingkan faktor situasional. Harold Kelley mengembangkan teori 
atribusi menjadi model kovariasi. Dalam model ini, seseorang mengamati konsensus, 
konsistensi, dan kekhususan dari sebuah perilaku untuk menentukan apakah atribusi 
harus diberikan kepada individu atau lingkungan. Penggunaan teori atribusi sangat 
relevan dalam berbagai bidang, termasuk psikologi sosial, pendidikan, dan manajemen, 
terutama dalam memahami bagaimana orang memproses informasi tentang perilaku 
orang lain dan diri mereka sendiri. 
Konsep Dasar Perpajakan 

Perpajakan adalah mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut 
sejumlah uang dari individu atau badan hukum berdasarkan aturan yang telah ditetapkan 
oleh undang-undang. Pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran 
publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial 
lainnya. Secara umum, ada dua jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak 
langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh individu atau 
badan yang dikenakan, seperti pajak penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung 
dikenakan atas transaksi atau konsumsi barang dan jasa, seperti pajak pertambahan nilai 
(PPN) 

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan negara 
yang penting dan diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perpajakan. Prinsip-prinsip 
perpajakan meliputi keadilan, kepastian, efisiensi, dan kemudahan dalam 
pelaksanaannya. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan agar 
lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi nasional 
maupun global. Perpajakan memiliki dampak signifikan pada perilaku ekonomi 
masyarakat. Pajak yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi, 
sedangkan pajak yang rendah dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.   
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib 
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Pajak Penghasilan Final) 

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah jenis pajak yang dikenakan atas 
penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, seperti usaha 
kecil dan menengah. PPh Final memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan 
pajak penghasilan biasa karena bersifat final, artinya setelah pajak ini dibayar, tidak ada 
kewajiban pajak tambahan yang harus dilaporkan atau dibayarkan lagi. Pemerintah 
Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang tarif 
PPh Final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar 
per tahun. 

Wajib pajak dengan kriteria tersebut diwajibkan membayar PPh Final sebesar 0,5% 
dari peredaran bruto setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan 
kepastian bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta mengurangi beban administrasi 
perpajakan mereka. Pajak ini bersifat final karena setelah dibayar, wajib pajak tidak perlu 
melakukan perhitungan ulang dalam laporan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya 
PPh Final, diharapkan pelaku usaha kecil dan menengah dapat menjalankan usahanya 
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dengan lebih sederhana dalam hal administrasi pajak, dan mendorong mereka untuk taat 
pajak. Pajak ini juga mendukung pengembangan sektor UMKM dengan memberikan 
beban pajak yang lebih ringan dibandingkan dengan perusahaan besar. 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang 
berperan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha 
yang beroperasi dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, 
baik dari segi jumlah tenaga kerja, modal, maupun peredaran bruto. UMKM sering kali 
menjadi tulang punggung perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro 
didefinisikan sebagai usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omset maksimal Rp 
300 juta per tahun. Usaha kecil memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dan 
omset antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki aset 
antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan omset antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 
miliar. 

UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, 
teknologi, serta masalah manajemen dan inovasi. Namun, pemerintah berupaya untuk 
memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, seperti program pendanaan, pelatihan 
manajemen, kemudahan akses perizinan, hingga insentif perpajakan seperti PPh Final 
yang telah disebutkan sebelumnya Pengembangan sektor UMKM sangat penting untuk 
mendorong inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dukungan yang 
tepat, UMKM dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar, berdaya saing, dan 
mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap PDB serta kesejahteraan masyarakat. 
Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kesadaran Pelaporan Perpajakan pada 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Kesadaran pelaporan perpajakan pada sektor UMKM dipengaruhi oleh berbagai 
faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, lingkungan, dan regulasi yang 
diberlakukan oleh pemerintah. Salah satu faktor utama adalah pemahaman wajib pajak 
terhadap pentingnya pelaporan pajak dalam rangka mendukung pembangunan negara. 
Wajib pajak yang memahami peran pajak dalam pembiayaan publik cenderung lebih 
sadar akan kewajiban pelaporan pajaknya. Ketersediaan informasi dan sosialisasi dari 
pemerintah juga memainkan peran penting. Ketika wajib pajak memperoleh akses yang 
mudah terhadap informasi terkait kewajiban perpajakan, mereka lebih mungkin untuk 
patuh dalam melaporkan pajak mereka. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan 
kemudahan melalui sistem pelaporan pajak yang sederhana dan transparan juga 
mempengaruhi kesadaran pelaporan pajak. Faktor lain yang berpengaruh adalah adanya 
sanksi dan penalti yang diberlakukan jika wajib pajak tidak melaporkan pajak mereka 
sesuai ketentuan. 
Kesadaran Kewajiban Perpajakan 

Kesadaran kewajiban perpajakan merujuk pada sejauh mana individu atau badan 
usaha memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran ini 
mencakup pengetahuan tentang kapan, bagaimana, dan berapa banyak pajak yang harus 
dibayarkan serta konsekuensi dari tidak mematuhi aturan tersebut. Kesadaran perpajakan 
biasanya terbentuk melalui edukasi dan pengalaman, baik dari pihak otoritas pajak 
maupun dari pengalaman pribadi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. 
Pada sektor UMKM, kesadaran kewajiban perpajakan menjadi sangat penting karena 
banyak pelaku usaha di sektor ini yang sering kali kurang mendapatkan akses terhadap 
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informasi perpajakan yang memadai. Meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan 
UMKM dapat memperbaiki tingkat kepatuhan pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan 
penerimaan pajak negara. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kesadaran ini adalah 
dukungan dari pemerintah dalam menyediakan layanan konsultasi dan sosialisasi yang 
memadai untuk pelaku UMKM. 
Keterkaitan Antar Variabel 

Terdapat berbagai variabel yang saling berkaitan dalam meningkatkan kesadaran 
perpajakan di sektor UMKM, termasuk pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan, 
kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, dan penerapan sanksi pajak. Variabel-
variabel ini dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib 
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. 
Hipotesis 
H1: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan 
Membayar Pajak pada sektor usaha kecil dan menengah.   
H2: Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh Positif terhadap kesadaran kewajiban 
perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.  
H3: Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan berpengaruh Positif 
terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menegah  
H4: Sanksi Pajak berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Usaha 
Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)  
Kerangka Pemikiran 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara 
berbagai variabel yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor 
UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai 
dengan tujuan penelitian yang ingin mengukur pengaruh faktor-faktor seperti pengetahuan wajib 
pajak, tingkat penghasilan, kemudahan pembayaran, dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Populasi penelitian ini adalah 6.271 Wajib Pajak 
UMKM yang terdaftar hingga akhir 2023. Untuk mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya, 
peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan metode yang disarankan oleh 
Sugiyono (2017), sehingga sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili populasi 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui riset lapangan, menggunakan instrumen berupa 
kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama 
Bukittinggi. Kuesioner dirancang untuk menggali informasi tentang pengetahuan wajib pajak, 
penghasilan, pengalaman dalam membayar pajak, dan pandangan mereka tentang sanksi pajak. 
Selain itu, wawancara dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai kesadaran mereka 
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terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang 
berkaitan dengan perpajakan UMKM, termasuk laporan statistik dan aturan kebijakan perpajakan 
yang berlaku di Indonesia 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model 
(SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). SEM berbasis PLS dipilih karena mampu 
menguji model yang kompleks dengan jumlah variabel yang besar, serta cocok untuk menguji 
hubungan kausal antar variabel laten. PLS memiliki keunggulan dalam menganalisis data dengan 
ukuran sampel yang tidak terlalu besar serta tidak memerlukan asumsi distribusi normal pada 
data. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Analisis Data 
Hasil Perancangan Model Pengukuran (Outer Model)  

Gambar 5.1 Outer Model 

Gambar 5.2 Outer Model 
 

Keterangan: 
PWP (Pengetahuan Wajib Pajak) 
TP (Tingkat Penghasilan) 
KDM (Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan) 
SP (Sanksi Perpajakan) 
KSP (Kesadaran Kewajiban Perpajakan) 
 Setelah merancang konstruksi diagram jalur berdasarkan model PLS, ditemukan bahwa 
beberapa indikator tidak memenuhi kriteria, yaitu PWP 3 & 4, SP 4, dan KSP 3,4,5,8 &9. Oleh 
karena itu, diperlukan reframing pada model PLS tersebut, karena 8 indikator tersebut 
memiliki nilai loading factor kurang dari 0,70. 
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Gambar 5.3 Kontruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS setelah Penyesuain 
 
Namun setelah dilakukan reframing pada model PLS , masih terdapat indikator yang memiliki 
nilai loading factor kurang dari 0,70 yaitu indikator TP 2. Oleh karena itu, diperlukan 
reframing Kembali pada model PLS tersebut 

 
Gambar 5.4 Kontruksi Diagram Jalur Hasil Setelah Penyesuain kembali 
 
Model pengukuran atau yang dikenal sebagai outer model untuk indikator reflektif dievaluasi 
dengan menggunakan convergent, discriminant validity, dan composite reliability untuk blok 
indikator.  
Hasil Perancangan Model Struktural (Inner Model)  

 
                                                               Gambar 5.5 Inner Model 
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Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

 
Berdasarkan tabel di atas, nilai loading factor untuk setiap indikator pada masing-masing 
variabel menunjukkan seberapa besar kontribusi indikator tersebut terhadap variabel laten 
yang diukur. Nilai loading factor yang lebih besar dari 0,7 umumnya dianggap kuat, sedangkan 
nilai di bawah 0,7 menunjukkan kontribusi yang lebih lemah. Sebagai contoh, indikator “PWP 
1” dan “PWP 2” pada variabel “Pengetahuan Wajib Pajak” (X1) memiliki nilai yang baik, 
yaitu di atas 0,7, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator-indikator tersebut secara signifikan 
mencerminkan variabel pengetahuan.  
Perbaikan Uji Convergent Validity setelah Penyesuaian 
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Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara indikator-indikator dan variabel laten, di mana 
nilai loading factor di atas 0,7 menunjukkan kontribusi yang kuat dari indikator terhadap 
variabelnya, seperti pada “PWP 1”, “TP 3”, dan “KDM 3”. Indikator-indikator ini secara 
signifikan mencerminkan variabel laten yang diukur. Sebaliknya, indikator seperti “SP 4” dan 
“KSP 4” dengan nilai di bawah 0,7 menunjukkan kontribusi yang lebih rendah, yang berarti 
indikator tersebut kurang merepresentasikan variabel laten dan mungkin memerlukan 
perbaikan atau penggantian dalam model penelitian. 
 
Perbaikan Uji Convergent Validity setelah Penyesuaian Kembali 

 
Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan perbaikan uji Convergent Validity, seluruh 
indikator pada variabel penelitian memiliki nilai loading factor di atas 0,7. Ini menunjukkan 
bahwa indikator-indikator tersebut memiliki validitas yang baik dalam mengukur variabel 
laten masing-masing. Indikator seperti “KDM 3” dan “TP 1” menunjukkan kontribusi yang 
sangat kuat, sedangkan indikator lainnya, meskipun ada yang mendekati 0,7, tetap memenuhi 
syarat untuk digunakan dalam model penelitian ini. 
 
 Hasil Perbandingan AVE dengan Akar Kuadrat AVE 

 
AVE yang lebih besar dari 0,50. Nilai AVE terkecil adalah 0,582 untuk variabel motivasi 
Sanksi Perpajakan ,sedangkan nilai terbesar adalah 0,947 untuk variabel Kemudahan Dalam 
Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan. Nilai-nilai ini sudah memenuhi persyaratan 
minimum yang ditentukan, yaitu 0,50. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa nilai akar kuadrat 
AVE lebih tinggi dibandingkan nilai AVE. 
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Fornell-Larcker Criterion 
Nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar 
konstruk. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian ini memiliki 
discriminant validity yang baik. 
 
Pembahasan 
A. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan 

Berdasarkan hasil uji validitas, indikator pengetahuan wajib pajak (PWP) memiliki nilai 
loading factor di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan 
wajib pajak, semakin besar kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
B. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan 

Indikator tingkat penghasilan (TP) juga menunjukkan nilai loading factor yang tinggi, 
dengan nilai tertinggi mencapai 0,913. Ini menandakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak 
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Semakin tinggi 
penghasilan wajib pajak, semakin sadar mereka akan kewajiban perpajakan. 
C. Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan Terhadap Kesadaran 
Kewajiban Perpajakan 

Indikator kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan (KDM) 
menunjukkan nilai loading factor yang sangat tinggi, di atas 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemudahan sistem pembayaran perpajakan secara signifikan meningkatkan kesadaran wajib 
pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem yang mudah diakses mendorong lebih banyak 
kepatuhan wajib pajak. 
D. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

Nilai loading factor pada indikator sanksi pajak (SP) sebagian besar di atas 0,7, meskipun 
ada satu indikator yang di bawah 0,7. Ini menunjukkan bahwa sanksi pajak masih memiliki 
pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, tetapi mungkin tidak sekuat variabel lainnya. 
Sanksi yang jelas dan diterapkan dengan tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dimana semakin tinggi pengetahuan yang 
dimiliki, semakin besar kesadaran pajaknya. Oleh karena itu, penting bagi KPP Pratama Kota 
Bukittinggi untuk meningkatkan upaya penyuluhan melalui berbagai media seperti media sosial, 
seminar, dan edukasi lainnya mengenai peraturan, manfaat, dan dampak pajak. Selain itu, KPP 
Pratama juga perlu menekankan bahwa pajak yang dibayar akan disesuaikan dengan kemampuan 
wajib pajak, agar mereka merasa lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 
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